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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

(i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 

Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). 

(ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 

dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 

dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, berkat 

rahmat dan  karunia-Nya kami dapat merampungkan 

penyusunan buku ini. Sholawat dan salam Semoga selalu 

tercurah kepada manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW. 

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan 

pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek 

hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis di Indonesia.  

Diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi 

mahasiswa, akademisi, pelaku usaha, maupun praktisi hukum 

dalam memahami dan mengaplikasikan hukum pada kegiatan 

bisnis. 

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Oleh karena 

itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan 

demi penyempurnaannya di masa mendatang. 

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan 

manfaat dan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu 

hukum dan praktik bisnis di Indonesia. 

 

Kendari, Juni 2025 

Penulis, 

 

Rasmuddin 
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bab 01 

 

TINJAUAN UMUM MENGENAI 

PERUSAHAAN 

PENGERTIAN DAN LINGKUP PERUSAHAAN 

Menurut Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk badan 

usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap 

dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan 

dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh 

keuntungan/laba." 

Dari pengertian di atas, ada dua unsur pokok yang 

terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu; 

o Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, 

baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang 

didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia; 

o Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, 

yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari 

keuntungan. 
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Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang 

bentuk usaha dan jenis usaha disebut hukum perusahaan 

(Muhammad, 1999:1) 

▪ Bentuk Usaha 

Bentuk Usaha adalah organisasi usaha atau badan 

usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang 

disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris 

bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut 

company atau enterprise. (Muhammad, 1999:1). 

Bentuk-bentuk hukum perusahaan diuraikan sebagai 

berikut: 

o Bentuk Hukum Perusahaan Perorangan, yaitu bentuk 

hukum perusahaan yang belum ada pengaturannya dalam 

undang-undang, melainkan berkembang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat pengusaha, namun dalam 

prakteknya dibuat tertulis di muka notaris,misalnya 

Perusahaan Dagang (PD). 

o Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan dan badan 

hukum, yaitu: bentuk hukum perusahaan yang sudah 

diatur dengan undang-undang, seperti Firma (Fa) dan 

Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD, 

Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-undang No. 

40 tahun 2007, Perusahaan Umum (Perum) dan Perseroan 

(Persero) diatur dalam Undang-undang No 9 Tahun 1969. 

Berdasarkan uraian di atas, bentuk-bentuk hukum 

perusahaan secara sederhana dapat digambarkan dalam 

bagan berikut: 



 

Hukum bisnis -- 245 

 

DAFTAR PUSTAKA 

BUKU: 

Asyhadie, Z. 2005.Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di 

Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 

Hermansyah.2006. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. 

Kencana Prenada Media Group, Yakarta 

Husni,L. 2000. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta 

Muhammad, A. 1999. Hukum Perusahaan Indonesi. PT.Citra 

Aditya Bakti, Bandung 

Saliman, A.R, dkk.2005. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. 

Prenada Media Group, Jakarta 

Sembiring, S. 2006. Hukum Perusahaan Dalam Peraturan 

Perundang-undangan. Nuansa  Aulia, Bandung 

Pramono, N. 1997. Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum 

Pasar Modal di Indonesia.PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung. 

 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 

Daerah  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah 



 

246 - Hukum bisnis 

diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 

tentang PMA 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang PMDN.  

Undang-undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan 

Undang-undang Nomor1 tahun 1998 tentang Kepailitan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek 

Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1992 tentang Perbankan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penanaman 

Modal 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN 

Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2004  tentang Yayasan 

Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 

Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Undang-Undang  Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas 

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Tentang Pasar 

Modal 

Keputuasan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang BKPM 



 

Hukum bisnis -- 247 

Keputuasan Presiden Nomor 117 tahun 1999 tentang 

perubahan kedua atas Keputusan  

Presiden Nomor 97 tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman 

Modal 

Keputusan Presiden Nomor 120 tahun 1999 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Presiden  

Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan 

Presiden Nomor 113 Tahun 1998 

Keputuasan Presiden Nomor 122 tahun 1999  tentang 

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 

1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi 

Penanaman Modal Daerah Sebagaimana Telah Diubah 

Dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank 

Umum 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang 

Perusahaan Perseroan (Persero) 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Peng-

gabungan,   Peleburan,   dan    

Pengambilalihan   Perseroan  Terbatas. 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perum 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang 
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